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SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara, pembiayaan Proyek dalam rangka
pelaksanaan APBN dapat bersumber dari penerbitan SBSN.
Pembiayaan Proyek melalui penerbitan SBSN merupakan salah satu
tahapan yang diharapkan dapat menjadi pendorong tercapainya
tujuan pembangunan nasional.

Pembiayaan Proyek melalui penerbitan SBSN merupakan alternatif
sumber pembiayaan APBN yang efektif dan efisien. Selain itu
penerbitan SBSN untuk pembiayaan Proyek juga dapat meningkatkan
kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional,
karena masyarakat dapat turut langsung berpartisipasi membiayai
Proyek Pemerintah melalui pembelian SBSN.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk memberikan dasar
hukum bagi pelaksanaan Proyek yang penganggarannya bersumber
dari penerbitan SBSN, yang memuat pokok-pokok pengaturan antara
lain cakupan dan persyaratan Proyek, prosedur pengusulan dan
penilaian kelayakan, mekanisme penganggaran, mekanisme
pelaporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Proyek serta
pengelolaan obyek pembiayaan.
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Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pembangunan infrastruktur” adalah
Proyek yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk
membangun, atau meningkatkan kemampuan infrastruktur
dan/atau Proyek pengelolaan infrastruktur dan/atau
pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan
kemanfaatan infrastruktur.
Proyek infrastruktur antara lain Proyek dalam sektor energi,
telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri
manufaktur, dan perumahan rakyat.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan umum”
adalah Proyek yang dilakukan dalam bentuk penyediaan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa dalam rangka mendukung fungsi kemanfaatan
umum dengan tidak semata-mata mencari keuntungan.
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Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan industri dalam
negeri” adalah Proyek yang dilakukan dengan tujuan untuk
mendorong peningkatan industri dalam negeri dan/atau
penggunaan produksi dalam negeri.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.


http://www.djpp.depkumham.go.id

No. 5265 4

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23

Yang dimaksud dengan “obyek pembiayaan” adalah hasil dari
Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas.
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